
BUPATI PINRANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR,fz..TAHUN � 

TENT ANG 

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang 

Mcngingat 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan 
pcngawa.san terhadap urusan pemerintahan daerah 
dan urusan pemcrintahan desa untuk dapat 
dilaksanakan eecara cfektif dan cfisien scrta sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan yang bcrlaku, maka pcrlu adanya 
pcdoman pembinaan dan pengawasan 
pcnyclenggaraan pcmerintahan daerah: 

b. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan scbagaimana 
dimaksud dalam huruf a, pcrlu mcnetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan di lingkungan lnspcktorat Dacrah 
Kabupaten Pirue.ng; 

I Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
[Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyclenggaraan Negara yang bcrsih dan Bcbas 
dari Kolusi, Kuropsi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851) scbagaimana telah diubah 
bebcrapakali terakhir Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Ata.s 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tcntang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
[Lcmbaran Nomor 197, Tambahan Lcmba.ran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6409); 

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang 
Kcuangan Negara [Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286) 

1 



4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
f\:meriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran negara Repub\ik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 J tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga.n 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undnng-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
ten tang Pembentukan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

7. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang - Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 
f\:merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
scbagaimana telah d.iubah bebcrapa keli terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang f\:ne1apan pcraturan Pemenntah Penggantt 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tcntang 
Cipta Kerja mcnjadi Undang-Undang (lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan Daerah (Lemba.ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tcntang 
Hubungan Keuangan Anta.ra Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

11. Pcraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2008 
Nomor 127, Tambah.an Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4890); 

12. Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2017 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, r 



13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 
Pcraturan Pcmerintah Nomor 12 Ta.hun 2019 
tcntang Pcngelolaan Keuangan Oacrah (Lcmbaran 
Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 6322); 
Pcraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara 
dan Refonnasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 
tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat 
Pcngawas Intern Pcmerintah; 
Pcraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara 
d.an Refonnasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 
ten tang Jabe.tan FungsionaJ Pcngawas 
Pcnyelenggaraan Urusan Pcmerintahan De.crab 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 530) sebaimana telah diubah dengan 
Pcraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Refonnasi Birokrasi Nomor I Tahun 2023 
tentang Jabatan Fungsiona.l (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 
2020 tentang Pcngawasan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
530); 
Peraturan Menleri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 
ten1.ang Jabal.an F'ungsional Auditor (Berita Negara 
Repub!ik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1141 
sebaimana 1elah diubah dengan Pcraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi 
Birokrasi Nomor I Tahun 2023 tentang Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republ.Jk Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 541;( 
Pcraturan Badan Pcngawasan Keuangan dan 
Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Pcdoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
17961; 
Peraturan Daerah Kabupalen Pinrang Nomor 6 
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 
Pcrangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pinrang Tahun 2020 Nomor 6); 
Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Pinrang {Lembaran Daerah Kabupe.ten 
Pmrang Tahun 2021 Nomor 5); 
Peraturan Bupati Pinrang Nomor 46 Tahun 2021 
tentang Kcdudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah 
(Serita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 
Nomor 21); 



Menctapkan 

MEMlll'USKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANO PEDOMAN 
PEMBJNAAN DAN PENGAWASAN 
PENYELENGGARAAN PEMERJNTAHAN DAERAH 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pa,aJ J 

Dalam Pcraturan Bupat1 mi yang dimaksud dcngan : 
I. Dacrah adalah Kabupe.tcn Pinrang. 
2. Pcmcrintah Dacrah adalah Bupati sebagal unsur pcnyclenggara 

Pcmcrintahan Dacrah yang mcmimpin pclaksanaan urusan 
Pcmcrintahan yang mcnjadi kcwcnangan dacrah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
4. Wakil Bupati adalah adalah Wakil Bupati Pinrang. 
5. Sckrctaris Daerah adalah Sckrcta.ris Dacrah Kabupaten Pinrang. 
6. lnspclctorat Dacrah Kabupaten adalah lnspcktorat Dacrah Kabupatcn 

Pin rang. 
7. lnspcktur Dacrah adalah lnspcktur Oacrah Kabupatcn Pinrang 
8. Pcgawai Negcri Sipil yang sclanjutnya disingkat PNS adalah Pcgawai 

Ncgeri Sipil pada lnspcktorat Dacrah Kabupatcn Pinrang. 
9. Pcmbinaan dan Pcngawasnn adalah Pcmbinaan dan Pcngawasan 

Pcnyclcnggaraan Pcmerintahan Daerah. 
10. Pcmbinaan Pcnyclenggaraan Pcmerintahan Dacrah adalah usaha, 

tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mcwujudkan 
tcrcapainya tujuan pcnyclenggaraan Pcmerintahan Daerah dalam 
kcrangka Negara Kcsatuan Rcpublik Indonesia 

11. Pcngawasan Pcnyclenggara.an Pcmerintahan Daerah sdalah usaha, 
tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin 
penyelenggaraan Pcmcrintahan Dacrah berjalan sccara efisien dan 
efcktif seauai dcngan kctentuan pcraturan pcrundang-undangan. 

12. Aparat Pcngawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 
adalah inspcktorat jcnderal kementnan, unit pcngawasan Lembaga 
pemcrintah non kcmentrian, inspcktorat daerah propinsi, dan 
inspcktorat daerah kabupaten/kota; 

13. Perangkat Daerah adalah unsur pcmbantu bupati dan DPRD dalam 
menyclcnggarakan Urusan Pcmcrintahan yang mcnjadi kewenangan 
daerah otonom; 

14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang bensi fungsi dan 
rugas berkaitan dengan pclayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan kcterampilan tertentu 

15. Pejabat Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut 
Auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, 
dan wcwenang untuk mel.a.kukan pengawasan mtem. 

16. Pejabat F\lngsional Pengawas Penyelengga.raan Urusan Pemcrintahan 
Dacrah yang selanJutnya disingkat PPUPD adalah PNS yang diberi 
tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabe.l 
yang berwenang untuk melakukan kegiatan pcngawasan atas 
pcnyclenggaraan urusan pcmenntahan konkuren. 

17. Tim Pengawasan adalnh Tim yang dibentuk olch Pejabat yang 
berwcnang untuk melakukan pcngawasan sesuai dengan Peraturan 
Perunda.ng-UndRngan. 1 \ 

' 



18. Togas Pengawasan ada.lah proses kegiatan dalam bentuk 
11.udit/pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan, kegiatan 
pengawasan lainnya yang ditujukan untuk menjamm agar 
pemerintahan daerah berjalan sc:cara efesien dan erektif sesuai 
rcncana dan ketentuan perundang-undangan; 

19. Audit/pemeriksaan ada.lah proses idcntifikasi masalah, analisis, dan 
evaluasi bukti yang dilakukan secara independenl, objektif dan 
professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, 
kecennatan, kredibiltas, efektifilas, efesiensi, clan keandalan informasi 
pelaksanaan tugas dan fungsi lnstansi Pemermtah; 

20. Reviu adalah penclaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk 
mcmastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksane.kan sesuai 
ketentuo.n, standar, rencana,atau nonna yang tcla.h ditetapkan; 

21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membendmgkan hasil atau 
prestasi suatu kegiatan dcngan standar, rencana, atau norma yang 
tel.ah ditetapkan, dan mcnentukan faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan atau kcgagalan suatu kegiatan dalam mcncape..i tujuan; 

22. Pemantauan adala.h proses penilaian kemajuan suatu program atau 
kegiatan dalam mencape..i tujuan yang telah d.itetapkan; 

23. Pengawasan lainnya antara lain berupa sosiahsasi mengenai 
pengawasan, pend.idikan dan pelatihan pengawasan, pcmbimbingan 
clan konsultansi, pengelola.an hasil pengawasan, dan pcmaparan hasil 
pcngawasan. 

24. Harl Pengawasan adalah jumlah hari yang ditctapkan untuk 
melaksanakan tugas pengawasan terhadap objek pemeriksaan; 

25. Objek Pengawasan adalah seluruh Perangkat Daerah, Untt Pelaksana 
Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan, Perusahaan 
Oaerah/Badan Usaha Milik Daerah, Satuan Pendid.ikan dan 
Pemerintahan Oesa/Kelurahan di Lingukangan Pemcrintah Kabupaten 
Pinrang; 

26. Penugasan Pengawasan adalah seluruh rangkaian kegiatan 
pengawasan terhadap obyek pengawasan, SCJak ta.hap persiapan, 
pelaksanaan dan penyelesaian, yang dilakukan di Kantor lnspektorat, 
di Kantor Objek Pengawasnn, maupun di lokasi kegiatan , baik di 
dalam wilayah kota maupun di luar kota; 

27. Kertas Kcrja Audit/Pengawasan selanjutnya disingkat KKA/KKP 
adalah awal dari aksi langkah prosedur dan teknis pemeriksaan yang 
disusun secara sistematis yang harus dilaksanakan oleh pemeriksa 
se\ama pelaksanaan pemeriksaan untuk mencepai tujuan 
pemeriksaan. 

28. Naskah Hasil Pemeriksaan yang sdanjutnya disingkat NHP adalah 
laporan awal dari suatu rangkaian kegratan pemenksaan yang 
disampaskan kepada emuee pemcriksaan setelah selesai pelaksanaan 
pemeriksaan. 

29. Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP adalah 
laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pengawasan yang 
disusun oleh Pemeriksa Jnspektorat secara ringkas dan jelas sesuai 
dengan ruang lingkup dan rujuan pemeriksaan; 

30. Tindak Lanjut Hasil Pengawe.san adalah suatu proses untuk 
menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepa.tan waktu, Tindakan - 
Tindakan koreksi yang dilakukan o\eh objek pemeriksaan terhadap 
rekomendast dari temuan hasil pengawasan; 

31. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang seianjutnya disingkat PKPl' 
adalah program kerja pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati; f 



32. Surat Tugas adalah naakah dinas yang berisi pemberitahuan dari 
pihak atasan yang ditujukan kepada pihak bawahannya mengenai 
perintah untuk melaksanakan tugas yang diterbitkan dan 
ditandatangani olch pejabat yang bcrwenang eebegel dasar penerbitan 
Surat Perintah Perja:Ianan Dinas. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pa,al 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan eebegai pedoman bagi lnspektorat Daerah 
dalam melakukan Percncanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan, Pembiayaan 
atas Pembinaan d.an Pengawasan penyelenggeraan Pemerintahan Daerah. 

Pasal 3 

Peraturan Bupeti ini bertujuan 11ebagai landa11an hukum untuk menjamin 
pelaksanaan Kebijakan pembinaan dan pengawasan dimaksudkan untuk 
memberikan arahan terkait pelaksanaan pembinaan d.an pengawasan 
penyelenggaraan di daerah secara efekt.tf dan efesien. 

BAB Ill 
RUANO LINGKUP 

Paw 4 

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi : 

perencanaan Pembinaan d.an Pengawa.san; 
pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan; 
tu gas dan Tanggungjawab Tim 
wa.ktu Pembinaan dan Pengaweean: 
basil Pembinaan dan Pengawaaam 
tind11,k Lenjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan; 
pengawasan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat; 
standar dan Kodc Etik; 

BABIV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Paws 

( 1) Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan dalam rangka : 
a. Pelaksanaan urusan pemcrintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
b. Pelaksanaan tugas pembantuan yang bcrsumber dari anggaran 

pendapatan dan bclanja dacrah; 
c. Ketaatan terhadap kctcntuan peraturan perundang-undangan 

tennasuk ketaatan pclaksanaan nonna, sta.ndar, prosedur, d.an 
kriteria yang ditctapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap 
perencanaan, pelaporan, pengoorgaruaaeian, pelaksanaan, pelaporan, 
evaluasi, pertanggungjawaban atas pclaksanaan urusan pemcrintahan 
yang menjadi kewenangan daerah; 

d. Akuntabilitas pcngclolaan keuangan daerah yang bcrsumbcr dari 
nggaran pendapatan dan belanja dacrah; dan 

e. Tugas mandatori baik dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. 

' 

a. 
b. ,. 
d. ,. 
r. - g. 
h. 



{2) Pembinaan dan Pcngawasan dilakukan meliputi : 
a. Audit/pemcriksaan; 
b. reviu; 
c. monitoring; 
d. evaluasi; 
e. pemantauan; dan 
r. bimbingan leknis scna benluk pengawasan lainnya. 

BABV 
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ...... 

(1) Oalarn mclaksanakan Pembinaan dan Pengawasan lnspektorat Daerah 
menyusun perencanaan, meliputi : 
a. fokus Pembinaan dan Pcngawasan yang disusun berbasis prioritas 

dan risiko; 
b. sasaran Pcmbinaan dan Pengawasan, dan 
c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan. 

(2) Prioritas clan risiko scbagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yaitu sclektif 
da.larn hal : 
a. Objek Pengawasan; 
b. jumlah Pemeriksa: 
c. lama Pcmeriksa; 
d. sifat Pemeriksaan; dan 
e. ruang lingkup Pemeriksaan. 

(3) Jadwal pelak.sanaan sebagaimana dimaksud pada ayat fl) hurur c 
dituangkan dalam PKPT yang ditctapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) Penyusunan PKPr sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan at.as 
prinsip kescrasian, keterpaduan, mcnghindari tumpang tindih dan 
pemcriksaan berulang-ulang eerte memperhatikan cfesicnsi dan 
efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan. 

{5) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah ditetapkan olch 
Bupati dijadikan pedoman pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan. 

Pa,al 7 

(I) PKPf aebagaimana dimaksud pada ayat (3) mcliputi: 
a. kcbijakan Pengawasan; 
b. vtsi dan mi!li 
c. tugas pokok dan fungsi; 
d. tujuan dan arah kebijakan pengawasan: 
e. sa:saran dan Ruang lingkup Pembinaan dan Pengawasan; 
r. objek pengawasan; 
g. jwnlah personil; 
h. jcnis Pembinaan dan Pengawasan; 
i. lokasi/wilayah Pembinaan dan Pengawasan 
j. jadwal pelaksanaan Pcmbinaan dan Pengawasan; 
k. susunan tim rum jumlah personil; 
I. anggaran pengawasan; 
m. laporan hasil Pemgawasan yang diterbitkan; 
n. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan 
o. Penutup. 



(21 PK?f yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(3) de.pat dilakukan perubahan berdasarkan Ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BABVI 
PEUKSANAAN PEMBINMN DAN PENGAWASAN ...... 

(1) Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Jnspektorat Daerah 
harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan 
pengawaso.n urusan pcmerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Pelaksanaan Pembine.an dan Pengawasan yang tercantum dalam PKPT 
se008Qimana dimaksud dalam Pasal 7 mehputi : 
a. pemeriksaan berkala meliputi pemeriksaan regular terhadap 

perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, Penisahaan Daerah dan 
Lembaga lainnya atau perorangan yang menerima bantuan dari 
APBD; 

b. pemeriksaan tujuan tertentu, meliputi pemeriksaan atas indikasi 
terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme; 

c. pemcriksaan kinerja, meliputi audit kinerja, pemeriksaan Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS), serta pemeriksaan Dana Desa dan Alokasi 
Dana Demi; 

d. monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan dan Pembangunan, 
meliputi evaluaai Si8tem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintahan 
{SAKIP), rcviu atas dokumen perencanaan, penganggaran dan 
pelaporan pemcrintah daerah, dan evaluasi Laporan Penyclenggara.an 
Pemerintah Oaerah (LPPDI; dan 

e. pernantauan tindak lanjut hasll pemeriksaan aparat pengawasan 
intemal pemerintah dan eltstemal pemerintah, meliputi monitoring 
dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan fl'LHP). 

r. Kegia.tan Pembmaan dan Pengawasan yang la.tnnya sesuai dengan 
'- ketentuan peraturan perundang·undangan. 

(4) Pembinaan dan Pengewaean yang dilaksanakan oleh lnspektorat Daerah 
dapat dikoordinasikan dengan lnspektorat Daerah Provinsi dan/atau 
Lembaga terkait. 

Pasal 9 

Dalam melaksanakan pengawa.san sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 8 ayat 
(2), lnspcktorat Daerah mel.aksanakan kegiatan : 
a. menginventarisaai dolrumen yang diperlukan dari pihak objck 

pengawasa.n; 
b. menganalisa dokumen dari objek pengawasan; 
c. mermnta keterangan kepada objek pengawasan dan pihak lain yang 

bcrkaitan dengan subtansi pemcriksaan; 
d. mendeskripsikan kondisi, kriteria, sebab dan ak:ibat; dan 
e. apabila dalarn pemeriksaan ditemukan indrkaai adanya unsur pidana 

atau kerugian negara, lnspektur Daerah Kabupaten secara khusus 
melaporkan temuan tersebut kepada Bupati untuk mendapatkan arahan 
tindalc lanjuc. f 



Pasal 10 

(II Kcgiaw.n Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) dapat dilaksanakan bilamana tcrdapat kcbijakan tcrkait 
prioritas nasional dan kcgiatan kcwcnangan daerah yang tidak tertuang 
dalam PKPT atas perintah pimpinan; 

(2) Pembina.an dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilaksanakan olch Tim Pengawasan bcrdasarkan Surat Togas; 

(3) Surat Tugas Pembinaan dan Pengawasan scbagaimana dimaksud pada 
ayat {2), ditandatangani olch Bupati/Wakil Bupati. 

(4) Kcwcnangan pcncrbitan Surat Tugas scbagaimana dimaksud pada ayat 
(3) apabila pejabat tcrscbut bcrhalangan male.a dapat dilakukan olch 
Sckrctaris Oacrah. 

(5) Kcwcnangan pcnerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) apabila sckrctaris Dacrah bcrhalangan maka dapat dilakukan olch 
lnspcktur Dacreh. 

Pasal 11 

·- (1) Tim Pengawasan scbegaimana dimaksud dalam Pasa1 10 ayat (2) 
bcrjumlah paling banyak 8 (dclapan) orang. 

(2) Susunan Tim Pengawasan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 eyat (2) 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf c tcrdiri dari : 
a. pcnanggungjawab: 
b. waJdl pcnanggungiawab/pcngcndali mutu; 
c. pcngendali tcknis; 
d. kctua tim; dan 
c. anggota tim; 

(3) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bcrjumlah 
pahng banyak 4 (empat) orang; 

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dalam melakukan pcngawasan 
dapat mcngikutscrtakan personal APIP Jainnya; 

Pasal 12 

(1) pcnanggungjawab scbagaimana dimaksud dalwn Pasa.J 11 ayat P) huruf 
a yaitu lnspcktur Dacrah. 

(2) wakil pcnanggungjawab/pcngcndali mutu scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (2) huruf b yaitu Pejabat eselon 111/pcjabat admmistrator 
dan/atau Pejabat Fungsional pada jcnjang ahli utama pada lnspcktorat 
Daerah. 

(3) pcngcndali tcknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (21 huruf c 
yaitu pcjabat fungsional tcrtcntu yang mcmiliki sertifikat jabatan scbagaj 
auditor ahli madya, auditor ahli muda, PPUPO ahli madya, PPUPD ahli 
muda dilingkungan !nspcktorat Oacrah. 

{4) kctua tim scbagaimana dimaksud dalam Pnsal 11 ayat (2) huruf d yaitu 
pcjabat fungsional tcrtcntu dan/atau pcjabat csclon IV/pcjabat pcngawas 
yang mcmiliki scrtifikat jabatan scbe.gai auditor ahli madya, auditor ahli 
muda, auditor ahli pcrtama, PPUPO ahli madya, PPUPO ahli muda, 
auditor ahb pcrtama, PPUPD ahli pcrtama. 

(SJ anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf e, 
yaitu pcjabat fungsional tcncntu yang mcmiliki acrtifikat Jabetan auditor 
ahli muda, auditor ahli pcrtama, PPUPO ahli muda, PPUPO ahli pcrtama, 
pcjabat csclon JV /pcjabat pcngawas dan jabatan pclaksana. 



BAB VU 
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM PENOAWASAN 

Pasal 13 

(I) penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pa!J8.I. 11 ayat (2) huruf 
a, mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan Pembinaan 
dan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peratunm perundang­ 
undangan. 

(2) wakil penanggung jawab/pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan tanggungjawab: 
a. menetapkan sasaran program pengawasan; 
b. mengendalikan pelaksanaan pengawasan; 
c. mengadakan pembahasan hasil pengawasan; 
d. mercviu kertas kerja pcngendali tekhnis; 
e. mereviu laporan hasil pcngawasan; 
f. melaksanakan ekspos hasil pengawasan; dan 
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penanggungjawab. 

(3) pengendali teknis sebagaiman.n dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c 
mempunyai tUglUI dan tanggungjawab : 
a. merumuskan persiapan dan strategi pcngawasan; 
b. mereviu program kerja pengawasan yang disusun oleh ketua tim; 
c. mengarahkan dan memberi petunjuk kepada ketua tim dan anggota 

tim sebelum melak.sanakan tugasnya sesuai dengan program kerja 
pengawasan; 

d. melakukan pertemuan dengan objek pengawasan; 
e. mereviu kertas kerja ketua tim; 
f. membahas temuan hasil pengawasan yang diajukan oleh ketua bm; 
g. menginventarisar masalah yang ditemukan dalam pengawasan dan 

membahasnya dengan; 
h. melaporkan pcrkembangan pengawasan objek pengawasan; dan 

permasalahan kepada wakil penanggungjawab/pengendail mutu; 
i. melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila dipcrlukan; 
j. membantu Walol Penanggung Jawab melaksanakan ekepos hasil 

pengawasan; 
k. mereviu konsep laporan hasil pcngawasan yang dibuat oleh ketua tim; 

(4) ketua tim seoogaimana dunaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, 
mempunyai tugas dan tanggungjawab tcrhadap pelaksanaan teknis 
penugasan pengawasan antara lain : 
a. menghimpun dan menelaah berkas pemenkaaan; 
b. menyusun program kcrja pengawasan dan mengonsu!tasikan kepada 

pengcndali tcknis; 
c. membimbing dan membcri petunjuk anggota tim sebclum dan dalam 

pelaksanaan tugas pengawasan; 
d. mcreviu kerte.s kcrja pengawasan dan konsep lcmbar tcmuan 

pengawasan/naskah basil pengawasan yang dlbuat olch anggota tim; 
e. menginventarisasi masalah yang dijumpai de.lam pengawaaan dan 

membahas hasil pengawasan tersebut dcngan Pengendali Teknia dun 
pimpinan objek pengawuan eeeuat dengan tingkat tanggungjawabnya; r 



r. melaporkan perkembangan aktivitas pengawasa.n dan pcnnasalahan 
yang dijumpai dalam audit kepada Pengcndali Teknis; 

g. melnkukan koordinasi dengan pihak terkait menyusun same 
Pengcndali Teknis dan anggota tim; dan 

h. menyusun laporan hasil pengawasan. 
(5) anggota tim sebagnimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (21 huruf f 

mempunyai tugas dan tanggungjawab: 
a. mengumpulkan bahan dan informasi yang diperlukan; 
b. menelaah kcrtas kerja pengawasan, laporan hasil pengawasan, dan 

rckomendast yang dilaksanakan sebelumnya; 
c. mcnelaah peraturan perundang-undangan seauai dengan bidangnya; 

melaksanakan audit aesuai dengan program kerja pengawasan; 
d. melakukan eek fiaik dan konfinnaai kepada auditi; 

menyusun kcrtas kerja pengawasan seauai dcngan program kcrja 
audit; 

e. mcnginvcntaria.asi masalah yang dijumpai dalam audit dan melaporkan 
kcpada ketua tim; 

t. merumuskan tcmuan pengawasan/naslcah hasil pengawasan; 
g. mcnyiapkan bahan ekspos basil pengawasan;dan 
h. mcmbantu kctua tim dalam mcnyusun taporan hasil pengawasan. 

(6) Pengenda1i Teknis, Kctua Tim dan Anggota Tim da1arn mclaksanakan 
tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimakaud dalam Pasal 12 ayat 
{3), ayat (4) dan ayat (SJ agar mcmpedomani kctentuan tcntang Standar 
Pengawasan APIP yang berlaku. 

BAB VIII 
WAKTU PEMBINAAN DANPENGAWASAN 

Pasal 14 

(IJ Peiaksanaan Pembinaan dan Pcngawasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (I) dilaksanakan scsuai waktu penugasan atau surat tugas; 

(2) Dalam hal pelaksanaan pengawasan belum selcsru da1am waktu yang 
tclah ditctapkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (I) maka dapat 
diberikan penambahan waktu setelah mcndepat persctujuan lnspektur 
Daerah. 

BAB I)( 
HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kcsatu 
Naskah Hasil Pengawasan 

Pasal 15 

(I) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) 
dimuat dalarn bentuk Kenas Kerja Pengawasan. 

(2) Kertas Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (II, 
merupakan dasar pcnyuaunan naskah haail pengawaa.an. 

(3) Naskah hasil Pengawasan merupakan dasar dari penyusunan 
basil pengawasan. 

laporan 

9 
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(4) Mckanismc, standar dan rormat kcrtas kcrja pcngawasan dan naskah 
has,1 pcngawasan scna tata cara revur bcrjcnjang sclanjutnya diatur 
dengan Keputusan Inapektur. 

Bagian Kedua 
Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan 

Pasal 16 

(I) Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari laporan bcntuk 
surat dan laporan bcntuk bab. 

(2) Laporan bentuk surat eebo.gaimana dimaksud pada ayat (I) memuat 
hal yang beraifat strategi11 dan mendcsak untuk scgera ditindak 
Janjuti. 

(3) Laporan dalam bentuk bab sebagaimana dimaksud ayat {1) memuat 
laporan hasil pemeriksaan yang menyeluruh dengan sistimatika 
scb&gai berikut : 
a. Bab I : Simpulan dan Rckomendasi; 
b. Bab II : Uraian Hasil Audit;dan 
c. Bab Ill : Penutup. 

(4) Format Laporan Hasil Pcmbinaan dan Pengawasan sebagaima.na dimaksud 
ayat (2) dan ayat (3) ditctapkan dcngan Keputusan lnspcktur. 

(51 Laporan Hasil Pembinaan dan Pcngawasan scbagaimana dimaksud pada 
ayat {lJ, disampaikan oleh lnspektur kepada Bupati dan Objck 
Pengawasan, disertai tcmbusan kcpada pihak yang berkepentingan 
sebagaunana diatur dalam ketenruan peraturan perundang-undangan. 

(6) Mckanisme Standar dan format pelaporan Pembinaan dan Pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 akan diatur lebih Janjut dcngan 
Keputusan lnspcktur. 

BABX 
TINDAK l.ANJUT HJ.SIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 17 

(1) Objek Pengawasan wajib mclaksanakan tindak lanjut hasil Pembinaan dan 
Pengawasan. 

(2) Tindak lanjut scbagaimana dimaksud pada ayat [I}, untuk hasil 
Pembinaan dan Pengawasan yang terkait dengan tuntutan 
perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses 
tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi scsuai dcngan 
ketcntuan pcraturan pcrundang-undangan. 

(3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11, dan ayat (2), untuk 
hasil Pcmbinaan dan Pengawasan yang tidak tcrkait dengan tuntutan 
perbcndaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling Jama 
60 (cnam puluh) hari kerja setelah hasil Pcmbinaan dan Pengawasan 
diterima. 

(4) Sclama masa tindak lanjul scbagaimana dimakaud pada ayat (3), ha.sil 
Pembinaan dan Pcngawasan tidak dapat dipidanakan kecuali ditentukan 
lain scsuai dcngan ketentuan peraturan pcrundang-undangan. 



Pasal 18 

(l) lnapektur wajib memantau dan melakukan pemuktahiran data tindak 
lanjut haail Pembinaan dan Pengawasan. 

(2) Pelaksanaan pemuktahiran data tindak lanjut hasi! Pembinaan dan 
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pal.mg 
llCdikit 2 (duaJ ka1i dalam l (satuJ tahun. 

(3) Hasil pemuktahiran data acbagaimano. dimaksud pado. o.yat (1) dan ayat 
(2)untuk llkala Kabupaten dikoordinasikan oleh Bupati. 

(4) Bupati melakukan evaluasi secara berkala terho.dap pelaksanaan 
Pembinaan dan Pengawuan. 

!5) Tata Cara, bentuk dan aistemo.tika pemantauan dan pemuktahiran atas 
pelaksanaan tindak lanjut hasil Pembinao.n dan Pengawasan 
sebagaimana dimiliud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan 
lnspektur. 

BABXI 
PENGAWASAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 

Bagi.an Kesatu 
Pengawasan oleh Masyarakat 

PasaJ 19 

(IJ Pengawasan oleh masyarakat merupakan saJah satu bentuk partisipasi 
Dl.llsyarakat dalam penyelenggaraan Pcmerintahan Oaerah. 

(2) Pengawasan oleh masyarakat sebo.go.imana dimaksud pada ayat (I) 
dapat dilakukan secara. perorangan, perwakilan kelompok pengguna 
pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati, atau perwakilan badan 
hukum yang mempunyai kepedulian terhadap pcnyelenggaraan 
Pemerintahan Daera.h. 

Pasal 20 

(I) Masyarak.e.t dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan 
penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daera.h, 
anggota OPRD, dan/atau eparatur sipil negara d1 instansi daerah dan 
perangkat desa kepada APIP dan/atau aparat penegak hulrum. 

(2) Laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan :,eba.gaimana 
dimaksud pada ayat {I) diajukan secara tertulis yang memual paling 
sedilrit: 
a. nama dan alamat pihak yang melaporkan disertai dengan fotocopy 

kartu tanda penduduk atau identitas lainnya; 
b. nama, jaba.tan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan; 
c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang­ 

undangan; dan 
d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk 

pelanggaran. 
terjadinya r 



,, 
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Bagian Kcdua 
Penanganan Pengaduan Masyarakat 

Pa.al 21 

(1) Dalam melakukan pcmenksaan atas dugaan penyimpangan 
sebagaimana dimaksud pasal 20, terlebih dahulu melakukan koordinasi 
dengan Aparat Pcnegak Hukum sesuai dengan kewenangan masing­ 
masing. 

(2) lnspektorat dan Aparat Penegak Hukum melakukan koordinasi dalam 
penanganan laporan atau pengaduan setelah tcrlebih dahulu melakukan 
pengumpulan dan verifikasi data awal 

(3) Koordinasi !!Cbagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dalrun 
bentuk: 
a. Pemberian lnformasi ; 
b. Verifikasi; 
c. Pengumpulan data dan kcterangan. 

(4} Hasil koodrinasi sebagaimana pada ayat (3) drtuangkan dalam bent.a 
acara. 

(SJ Bentuk dan basil koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (4) bersifat 
rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak bolch diberikan 
kepada publilc kecuali ditentukan Jain eeeuai ketentuan pcraturan 
perundang-undangan. 

(6) lnspektorat melakukan pcmeriksaan invcstigatif sesuai dengan standar 
pcngawasan atas penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh 
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 setdah terpenuhi 
semua unsur Japoran. 

(7) Dalam hal pemeriksaan uivestigatif dltemukan adanya indlka.si tindak 
pidana korupsi, proses lebih lanjut diserahka.n kepada Aparat Penegak 
Hukum untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(8) Dalam ha! menemukan adanya kesalahan administratif, proses lebih 
lanjut diserahkan kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuit sesuai 
dengan ke1.entuan peraturan perundang-undangan yang mcngatur 
mengenai administrasi pemcrintahan. 

(9) Tata cara dan mekanismc tindak lanjut etae penanganan laporan atau 
pengaduan akan diatur lcbih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

BABXII 
PEMBlAYAAN 

Pasal 22 

Pembiayaan Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan Ketentuan Peratumn 
::i.., Perundang-undangan I 



BAB XIII 
STANOAR DAN KODE ETIK PENGAWASAN 

Pasal 23 

(I) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas wejib mematuhi Standar 
Audit dan Kode Etik Pengawasan seauai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pelanggaran terhadap Standar Audit dan Kode Etik Pengawasan 
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Slandar Audit dan Kode etik Pengawasan sebagaimana dimaksud pad.a 
ayat (l) ditelapkan dengan Kcputusa.n Bupati. 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 

Pada aaat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : 
Peraturan Bupati Pinrang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Standar Biaya 
Khusus Kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Bagi Pejabat dan Pegawai 
Ncgcri Sipil pada lnspektorat Kabupaten Pinrang (Serita Daerah Kabupaten 
Pinrang Tahun 2021 Nomor 75) dinyataJcan dicabut dan tidak berlaku . 

Pasal 26 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangge.1 diundangkru, 

Agar eeuap orang mengetahui, memerinlahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Deerah Ka.bupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrllng 
pada tanggal 1,1 JULi ..;it.U 

BUPATI PINRANG 

���ID 

Oiundangkan di Pinrang 
pada tanggat I� JVLl .0 :a.3 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG 

SERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN .lkJ.JNOMOR l\'2 
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